
 

 
 

 
 

 

KOMISI PEMILIHAN UMUM 
KABUPATEN SAMBAS  

 
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM 

KABUPATEN SAMBAS 

NOMOR : 45/Kpts/KPU-Kab-019.435667/2015 

TENTANG 
 

PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) 
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SAMBAS  

TAHUN 2015 
 

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMBAS, 
 

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (1) dan 

ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2015 
tentang Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan 
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan 

/atau Walikota dan Wakil Walikota menyatakan bahwa KPU 
/KIP Kabupaten /Kota melakukan Rekapitulasi hasil perbaikan 

DPS dan menetapkan DPT paling lama 2 (dua) hari sejak 
menerima hasil perbaikan DPS dari PPK sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 16 ayat (7) huruf a dan Rekapitulasi dan Penetapan 
DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rapat 
pleno terbuka dan dituangkan dalam Berita Acara yang 

ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU/KIP 
Kabupaten/Kota; 

b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Rakapitulasi Daftar 
Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sambas 

Tahun 2015 sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu 
ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum 
Kabupaten Sambas. 

 

Mengingat : 1.  Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan 

Undang- Undang  Darurat Nomor 3 tahun 1953 tentang 
Pembentukan Daerah  Tingkat II di  Kalimantan 

(Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9  Tambahan 
Lembaran  Negara Republik Indonesia Nomor : 1820); 

  2.   Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801), 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 
Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5189); 

  3.  Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara 

Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5246); 

       4.  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 

tentang... jdih.go.id/kalbar/sambas/
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